Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruko (Rumah Toko) by Khofifah, Latifa Hasna & , Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N
 
 
TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM 







Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  











PROGRAM STUDI HUKUM 
FAKULTAS HUKUM 




















TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM 
PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUKO (RUMAH TOKO) 
 
Abstrak 
Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruko (Rumah Toko) 
berisikan tentang perjanjian sewa menyewa antara pemilik ruko dengan penyewa 
ruko yang umumnya membahas mengenai hak dan tanggungjawabnya yang 
dibuat secara tertulis. Metode yang digunakan penulis adalah yuridis normatif 
yaitu dengan meneliti bentuk dan isi perjanjian sewa-menyewa antara pihak 
penyewa dengan pihak yang menyewakan Ruko (Rumah Toko) dan tanggung 
jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar 
wanprestasi dan atau perbuatan melanggar hukum. Hasil penelitian yang dapat 
disimpulkan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan perjanjian sewa 
menyewa ruko antara pemilik ruko dengan penyewa ruko telah sesuai dengan 
ketentuan pasal 1548 KUH Perdata.Berdasarkan hasil penelitian perjanjian sewa 
menyewa ruko (rumah toko) sudah dilaksanakan dengan baik oleh para pihak 
sesuai yang diperjanjikan. Tidak ada wanprestasi maupun perbuatan melawan 
hukum. Meskipun demikian jika ada pihak yang melakukan wanprestasi atau 
perbuatan melawan hukum maka tanggung jawab hukumnya sudah ditentukan di 
dalam perjanjian sewa menyewa tersebut. 
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Abstract 
Legal Responsibilities In the rental agreement to rent shophouses (shop houses), it 
contains the rental agreement between the shop owner and the shop tenants, which 
generally discusses their rights and responsibilities which are made in writing. 
The method used by the author is juridical normative, namely by examining the 
form and content of the lease agreement between the tenant and the party renting 
the shop house (Shop House) and legal responsibility if one of the parties makes a 
mistake on the basis of default and / or acts against the law. The results of the 
research that can be concluded from this research are that the implementation of 
the shop lease agreement between the shop owner and the shop tenant is in 
accordance with the provisions of article 1548 of the Civil Code. Based on the 
research results, the shop rental agreement (shop house) has been carried out 
properly by the parties according to the promised. There is no default or act 
against the law. Even so, if there is a party that defaults or acts against the law, the 
legal responsibility has been determined in the lease agreement. 
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1. PENDAHULUAN  
Rumah toko (ruko) adalah salah satu jenis bangunan yang mempunyai dua fungsi, 
yaitu sebagai tempat hunian dan sebagai tempat usaha. Ruko kebanyakan 
dibangun bersama ruko-ruko lainya dan mempunyai bentuk atau desain yang 
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sama. Sejumlah tertentu dari pemilik ruko tersebut memanfaatkan ruko yang 
dimilikinya untuk kegiatan usaha miliknya sendiri. Namun, banyak pula pemilik 
ruko yang menjadikan ruko sebagai investasi, bukan sebagai tempat usaha 
pribadi. 
Sewa-menyewa diatur di dalam Buku III KUH Perdata bab VII yang 
berjudul “Tentang Sewa-Menyewa” yang meliputi Pasal 1548 sampai dengan 
Pasal 1600 KUH Perdata. Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana 
pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan kepada pihak yang 
lainya, kemanfaatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan 
pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi 
pembayaranya.  
Perjanjian sewa menyewa ini merupakan perjanjian konsensual, dimana 
undang-undang membedakan antara perjanjian tertulis dan perjanjian secara tidak 
tertulis atau lisan, diatur dalam ketentuan pasal 1570 dan pasal 1571 KUHPerdata. 
Sewa-menyewa seperti halnya dengan perjanjian-perjanjian lain yang pada 
umumnya, adalah suatu perjanjian konsensuil. Artinya, ia sudah sah dan mangikat 
pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokok, yaitu barang dan 
harga.  
Melalui perjanjian sewa menyewa, lahirlah suatu hubungan hukum yang 
menimbulkan hak dan kewajiban yang harus di penuhi oleh pihak - pihak yang 
membuat perjanjian tersebut yaitu Pemilik Ruko di Pedan, Klaten sebagai pihak 
yang menyewakan ruko dan Wirausaha atau pedagang sebagai Penyewa Ruko, 
tetapi masih banyak sekali para pihak sewa menyewa yang ternyata masih belum 
menyadari dan mengerti akan hak dan kewajiban sehingga kewajiban yang telah 
diperjanjikan tidak di penuhi, pihak tersebut harus bertanggung jawab atas dasar 
wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum atas kesalahan yang telah 
dilakukanya.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana bentuk dan isi 
perjanjian sewa menyewa Ruko (Rumah Toko) antara pihak penyewa dengan 
pihak yang menyewakan dan bagaimana tanggung jawab hukum apabila salah 
satu pihak melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi dan atau perbuatan 
melanggar hukum. 
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Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, untuk mengetahui 
bentuk dan isi perjanjian sewa menyewa Ruko (Rumah Toko) antara pihak 
penyewa dengan pihak yang menyewakan dan untuk mengetahui tanggung jawab 
hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi dan 
atau perbuatan melanggar hukum. 
Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah diharapkan dapat memberikan 
kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata khususnya 
mengenai perjanjian sewa menyewa. Juga dapat menjadi acuan dan referensi 
untuk penelitian-penelitian selanjutnya untuk dapat menyelesaikan permasalahan 
yang ada mengenai bentuk dan isi perjanjian sewa menyewa Ruko (Rumah Toko), 
dan tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atas 
dasar wanprestasi dan atau perbuatan melanggar hukum. 
 
2. METODE 
Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris, 
yaitu dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data penelitian 
dengan bertitik tolak pada hasil penelitian disertai dengan kajian teoritis hukum, 
dengan didukung oleh fakta-fakta empiris di lapangan. 
Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk menggambarkan atau 
menjelaskan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala lain (Amiruddin dan 
Asikin, 2008) dari penelitian yakni mengenai bentuk dan isi perjanjian sewa-
menyewa antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan Ruko (Rumah 
Toko) dan tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan 
atas dasar wanprestasi dan atau perbuatan melanggar hukum. 
Metode pengumpulan data menggunakan Tinjauan Kepustakaan. Metode 
ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Bahan dasar penelitian 
kepustakaan ini dapat merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang 
berlawanan (Suratman dan Dillah, 2013). 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
kualitatif yang artinya suatu tata cara yang menggunakan logika deduktif untuk 
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menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menjadi khusus 
atau individual (Ibrahim, 2006). 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Bentuk dan Isi Perjanjian Sewa Menyewa Ruko (Rumah Toko) antara 
Pihak Penyewa dengan Pihak yang Menyewakan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai bentuk dan isi 
perjanjian sewa menyewa ruko (Rumah Toko) antara pihak penyewa dengan 
pihak yang menyewakan, Perjanjian sewa menyewa ruko yang menjadi objek 
penelitian telah memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 
KUH Perdata yang terdiri dari syarat subyektif yaitu kesepakatan antara Harto 
Sumarno dengan Arie Widiyanto yang dibuktikan dengan ditandatanganinya 
perjanjian sewa menyewa ruko yang menjadi objek penelitian pada tanggal 5 
Maret 2020, adanya kecakapan yang dibuktikan dengan NIK dari Harto Sumarno 
sebagai pihak pertama dan jabatan sebagai Head of Unit Best Meat dari Arie 
Widiyanto yang merupakan pihak kedua, syarat objektif terdiri dari objek tertentu 
yaitu ruko yang terletak di Jalan Bayangkara, Kelurahan Sobayan, Kecamatan 
Pedan, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah dan adanya kausa halal yang 
telah diuraikan dalam perjanjian sewa menyewa yang menjadi objek penelitian 
dimana perjanjian sewa menyewa bermaksud untuk menyewakan ruko yang akan 
digunakan untuk toko daging ayam dan produk olahannya (Meatshop).  
3.2 Tanggung Jawab Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa 
Ruko (Rumah Toko)  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, perjanjian yang sah 
mengikat bagi para pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban kepada para pihak 
untuk memenuhinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Jika para pihak tidak 
memenuhi maka menimbulkan tanggung jawab hukum karena telah melakukan 
wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. 
Berkaitan dengan ketentuan tersebut dalam hal ini hak dan kewajiban 
pihak yang menyewakan dalam perjanjian yang menjadi objek penelitian telah 
sesuai dengan diserahkannya barang yang disewakan kepada pihak penyewa yang 
berupa ruko dan memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa sehingga 
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dapat dipakai untuk keperluan ruko serta memberikan kepada penyewa 
kenikmatan yang tentram dari ruko yang disewakan selama berlangsungnya 
perjanjian sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 1550 KUHPerdata. 
Berdasarkan ketentuan tersebut, hak dan kewajiban penyewa telah sesuai 
dengan menerima ruko yang disewakan dalam keadaan baik dan memakai barang 
yang disewakan sebagai seorang bapak rumah yang baik sehingga seolah-olah 
milik sendiri serta membayar uang sewa pada waktu yang telah ditetapkan dalam 
perjanjian sewa menyewa ruko yang menjadi objek penelitian sehingga dalam hal 
ini hak dan kewajiban penyewa telah sesuai dengan pasal 1560 KUHPerdata. 
Di dalam buku M. Yahya Harahap, pihak yang menyewakan harus 
menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa dalam kondisi sebaik-
baiknya. Sesuai dengan keberadaan penyewa atas barang yang disewakan, maka 
penyerahan barang yang berada di bawah kendali penyewa. 
Berdasarkan ketentuan tersebut pihak yang menyewakan telah 
menyerahkan ruko yang disewakan kepada penyewa dalam kondisi sebaik-
baiknya sesuai dengan keadaan penyewa atas barang yang disewakan, maka 
penyerahan ruko yang berada di bawah kendali penyewa ruko sehingga dalam hal 
ini telah sesuai dengan doktrin menurut M. Yahya Harahap. 
Menurut Pasal 1243 KUHPerdata wanprestasi adalah “pergantian biaya, 
rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai 
diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, 
tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, 
hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah di 
lampaukannya.”  
Onrechtmatige daad atau yang biasa disebut dengan perbuatan melawan 
hukum diatur dalam Pasal 1365 pada Buku III KUHPerdata bahwa : “Setiap 
perbuatan yang melanggar hukum, dimana perbuatan tersebut merugikan 
seseorang lain atau pihak lain maka diwajibkan terhadap orang yang karena 
kesalahannya menerbirtkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian yang 
timbul.” Dikutip dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
Berkaitan dengan ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum yang 
telah diuraikan di atas, dalam hal ini perjanjian sewa menyewa ruko yang menjadi 
6 
objek penelitian tidak mengatur mengenai ketentuan terkait perbuatan melawan 
hukum. 
Berdasarkan analisis yang telah diuraikan di atas, perjanjian sewa 
menyewa ruko yang menjadi objek penelitian telah sesuai dengan norma dan 
doktrin yang mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian 
sewa menyewa. Para pihak dalam perjanjian wajib melaksanakan hak dan 
kewajiban masing-masing pihak. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan 
perjanjian maka harus bertanggung jawab baik berdasarkan wanprestasi maupun 
perbuatan melawan hukum namun dalam hal ini ketentuan mengenai wanprestasi 
dan mengenai perbuatan melawan hukum tidak diatur dalam perjanjian sewa 




Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya sebagai berikut: Bentuk 
dan Isi Perjanjian Sewa Menyewa Ruko (Rumah Toko) antara Pihak Penyewa 
dengan Pihak yang Menyewakan. 
Perjanjian sewa menyewa yang menjadi objek penelitian merupakan 
perjanjian di bawah tangan dimana tidak dibuat secara notariil dihadapan notaris. 
Menurut sistem hukum perjanjian, perjanjian sewa menyewa yang menjadi objek 
penelitian diperbolehkan berdasarkan adanya asas kebebasan berkontrak. 
Berkaitan dengan perjanjian yang menjadi objek penelitian, perjanjian sewa 
menyewa tersebut benar merupakan perjanjian sewa menyewa ruko sesuai dengan 
ketentuan pasal 1548 KUH Perdata yang menyatakan bahwa sewa menyewa 
adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk 
memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu 
tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut 
terakhir itu. Akibatnya perjanjian sewa menyewa ruko yang merupakan objek 
penelitian sah sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdata menimbulkan hubungan 
hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak dimana pihak yang 
menyewakan berkewajiban untuk menyewakan ruko yang menjadi objek dari 
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perjanjian sewa menyewa dalam keadaan baik kepada pihak penyewa dan pihak 
penyewa berkewajiban untuk membayar biaya sewa kepada pihak yang 
menyewakan serta merawat dengan baik pula ruko yang disewakan.     
Tanggung Jawab Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa 
Ruko (Rumah Toko).  Perjanjian yang sah mengikat bagi para pihak dan 
menimbulkan hak dan kewajiban kepada para pihak untuk memenuhinya sesuai 
dengan yang diperjanjikan. Jika para pihak tidak memenuhi maka menimbulkan 
tanggung jawab hukum karena telah melakukan wanprestasi atau perbuatan 
melawan hukum. Berdasarkan analisis yang telah diuraikan di atas, perjanjian 
sewa menyewa ruko yang menjadi objek penelitian telah sesuai dengan norma dan 
doktrin yang mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian 
sewa menyewa. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian maka 
harus bertanggung jawab baik berdasarkan wanprestasi maupun perbuatan 
melawan hukum. Pihak yang melakukan wanprestasi harus bertanggung jawab 
dengan pergantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu 
perikatan, apabila setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap 
melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat 
diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah di lampaukannya 
sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHPerdata. Sedangkan pihak yang 
melakukan perbuatan melawan hukum harus bertanggung jawab dimana 
perbuatan tersebut merugikan seseorang lain atau pihak lain maka diwajibkan 
terhadap orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian tersebut untuk 
mengganti kerugian yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Buku III 
KUHPerdata. 
4.2 Saran 
Bagi masyarakat diharapkan dapat lebih memahami mengenai tanggung jawab 
hukum dalam perjanjian sewa menyewa ruko. Bagi pihak yang menyewakan 
diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam 
perjanjian sewa menyewa ruko yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 
Bagi pihak penyewa diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban 
sebagaimana tercantum dalam perjanjian sewa menyewa ruko yang telah 
disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam perjanjian sewa menyewa ruko 
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sebaiknya di atur mengenai ketentuan  berkaitan dengan wanprestasi dan 
perbuatan melawan hukum.  
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